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Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social
Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)

Widadatul Ulya

Abstract

Sodal commreerce is a medinge for business transactions through electronic systems developed in social weedia applications.
TikTok Shop become a social commeree that bas been growing actively since 2020 and is in demand by consunrers. Busiwess transactions
using soctal commierce applications do not vequire face-to-face nieetings or knon-your-custonser procedures that have an inipact on the ease
with which crimeinal acts arise, such as frand and theft of personal data that threaten busivess actors (sellers). Therefore, it is very
important to analyze the jorm of legal proteciion for busivess actors i soial commerce business transactions, especially the TikTok Shop.
Thir type of qualitative vesearch uses the fibrary research method and a wormative juridical approach. The secondary data collected was
analyzed and described descriptively to provide a comprebensive understanding. This study concludes that preventive forms of legal
protection for business actors are contained in the Crintinal Code, UUPK, UU ITE, PP PMSE, and Permendag No. 50/ 2020, where
business actors are entitled to legal protection from consumer actions with bad intentions. If a crimsinal act of fraud eccurs by a consumer,
the consumer can be sentenced to a maxinmm of 4 years in prison. According to the perspective of Lslansic law, business adtors can apply
the precantionary privciple, to avoid maysiv, gharar, and riba’ to create a climate of fair and bealthy business competition.
Keywords: 1egal Protection, Islansc Law, Social Commerce.

Abstrak

Sodal commerce merupakan media transaksi bisnis melalui sistem elektronik vang dikembangkan dalam
aplikasi social media. TikTok Shop menjadi social commierce yang tumbuh akif sejak tahun 2020 dan diminati konsumen.
Transaksi bisnis menggunakan aplikasi secial wmmerce tidak memetlukan adanya tatap muka ataupun prosedur &won
your customer berdampak pada kemudahan munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi yang
mengancam pelaku usaha (reler). Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan analisis bentuk perlindungan hukum bagi
pelaku usaha dalam transaksi bisnis social commierce, khususnya TikTok Shop. Penclitian dengan jenis kualitatif ini
menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan yuridis normatf. Data sckunder yang terkumpul dianalisis dan
diuraikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini menarik kesimpulan
bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha secara preventif termuat dalam KUH Pidana, UUPK, UU
ITE, PP PMSE dan Permendag No. 50/2020, dimana pelaku usaha berhak atas petlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik. Jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, maka konsumen dapat
dihukum pidana maksimal 4 tahun. Menurut perspektif hukum Islam pelaku usaha dapat menerapkan prinsip kehati-
hatian, agar terhindar dari maysir, gharar dan riba’, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang adil dan schat.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Social Commerce.
Pendahuluan

Industri perdagangan Indonesia berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan
teknologi di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Banyak transaksi perdagangan berjalan dengan
memanfaatkan media elektronik atau dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce)(Pradana,
2016). Tokopedia, Lazada, Shopee, dan OLX merupakan contoh e-wmmerce yang ada di Indonesia
saat ini(Ulya, 2022). Namun, posisi e-commerce tersebut di pasar Indonesia mulai tergeser dengan
adanya perkembangan social commerce, yakni platform: digital social media yang manambahkan fitur e
commerce. 'TikTok Shop, Whatsapp Business, Facebook shop dan Instagram Shop adalah contoh
fitur e-commerce yang melekat pada social media, sehingga disebut social commerce. Masyarakat mulanya
menggunakan TikTok, Whatsapp, Facebook dan Instagram hanya untuk berkomunikasi, berbagi,
bekerjasama antar pengguna melalui media elektronik(Setiadi, 2016). Kini, masyarakat dapat
memanfaatkan fitur e-commerce dalam social media seperti TikTok untuk belanja online.

TikTok merupakan aplikasi media sosial buatan perusahaan asal Tiongkok ByteDace.
Penggunaan TikTok di Indonesia tercatat terus mengalami peningkatan siginifikan dari quartal 1
tahun 2020 hingga quartal I tahun 2022, Jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 1,39 miliar
akun pada quartal I 2022(Dihni, 2022). Populix' melakukan survei pada 28 Juli hingga 9 Agustus

2022 di Indonesia yang menyimpulkan bahwa 86% responden pernah membeli produk melalui

! Populix merupakan perusahaan end-to-end research untuk menghubungkan individu, pelaku UMKM, start
up, perusahaan lokal maupun multinasional, hingga akademisi.




social commerce, 45% diantaranya membeli produk pada TikTok Shop(Populix, 2022). Artinya,
TikTok Shop menjadi social commrerce yang paling diminati masyarakat Indonesia.

Transaksi bisnis melalui media elektronik sangat rentan menimbulkan dampak
negatif(Brammantyo & Rahman, 2019; Santoso, 2021), tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi
pelaku usaha. Transaksi melalui media elektronik tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun
prosedur &uwew your customer (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan
munculnya tindak pidana, seperti penipuan dan pencurian data pribadi. Kasus penipuan yang
menimpa pelaku usaha contohnya; pengembalian barang karena alamat konsumen tidak
ditemukan. Selain itu, pelaku usaha juga berpotensi kehilangan keperca\aan konsumen akibat
ulasan negatif dan pemlamn buruk (had rating). Disisi lain, kasus pencurian data pribadi juga bisa
sangat merugikan pelaku usaha secara meteriil ataupun nonmateriil(Ulya, 2022). Meski saat ini
belum ada kasus kebocoran data yang terungkap pada aplikasi social commerce TikTok Shop, namun
kasus ini sudah menimpa pengguna aplikasi e-~ommere Tokopedia(Ulya, 2021), schingga tidak
menutup kemungkinan dapat menimpa aplikasi TikTok Shop jika tidak menerapkan sistem
keamanan yang andal.

Mulanya, transaksi binis melalui e-commerce atau social commerce mewajibkan konsumen
untuk membayar terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Pasca pembayaran terverifikasi pelaku
usaha akan mengirimkan produknya melalui jasa pengiriman barang. Namun, saat ini telah
berkembang sistem cash on delivery (COD) yang artinya konsumen dapat membayar produknya
ketika produk sudah sampai ditangan konsumen, dan pembayaran diserahkan kepada kurir.
Ketika alamat konsumen tidak dapat ditemukan dan metode pembayaran yang digunakan adalah
metode pemba\ aran COD maka pmduk akan dikembalikan kepada pe laku usaha oleh kurir dan
pelaku usaha tetap harus menanggung biaya pengiriman. Pelaku usaha berada di posisi yang
cukup lemah, karena jika tidak mengikuti #end memfasilitasi metode pembayaran COD, maka
dapat menimbulkan penurunan omzet penjualan. Konsumen akan tertarik membeli produk jika
fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha mampu memenuhi keinginan konsumen.

Selain fasilitas yang dapat mempengaruhi pembelian, perkembangan bisnis pelaku usaha
pada aplikasi sacial commerce TikTok Shop juga bergantung pada penilaian dan ulasan atau review
yang diberikan konsumen. Melalui fitur TikTok Shop konsumen dapat memfilter urutan pelaku
usaha berdasarkan tinggi rendahnya penilaian konsumen, yang tergambarkan melalui jumlah
bintang. Semakin banyak jumlah bintang artinya kualitas produk semakin bagus, begitu pula
sebaliknya, semakin rendah jumlah bintang semakin tidak bagus kualitas produknya. Jumlah
bintang maksimal yang dapat diberikan konsumen adalah 5 (lima) bintang. Ulasan atau review
produk dapat diberikan melalui kolom komentar. Konsumen juga dapat memberikan review
dengan cara membuat video (enmtent) yang dipost di akun TikTok konsumen dengan
mencantumkan link toko yang menjual produk tersebut. Rezenr melalui video inilah yang mudah
memberikan dampak bagi pelaku usaha, karena biasanya dibuat dengan visualisasi yang menarik
dan didorong dengan hashtag serta musik sehingga mendukung algoritma sistem TikTok
memunculkan video pada halaman beranda konsumen lain secara berulang. Artinya, kepercayaan
akan timbul dan konsumen akan membeli produk berdasarkan rezies dan penilaian dari konsumen
lain. Namun, prinsip keperca\ aan antara pelaku usaha dan konsumen tidak menjamin keamanan
transaksi(Nalurita et al., 2019).

Keamanan dalam bertransaksi perlu diupayakan oleh para pihak terlibar, yakni
penyelenggara yang dalam hal ini adalah TikTok Shop, pelaku usaha selaku sefer, dan konsumen.
Model keamanan standar umumnya diterapkan oleh social commerce(Michael et al., 2017), tetapi
keamanan social commerce mencakup keamanan komputer, keamanan data, dan ranah lain yang
lebih luas dari kerangka kerja keamanan informasi sehingga perlu dilakukan secara khusus(K & R,
2016). Keamanan sacial commerce dilakukan guna melindungi seluruh data social comumerce dari akses,
pengeunaan, penghancuran, atau pengubahan secara tidak sah(K & R, 2016). Data social commerce




umumnya meliputi data pribadi pelaku usaha dan konsumen, termasuk data kartu kredit atau
kartu debit bahkan e-wallet, serta lokasi pengguna. Keamanan aplikasi TikTok Shop patut
menjadi perhatian, karena aplikasi sosial media TikTok telah dilarang diberbagai negara sepert
Kanada, Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan Salandia Baru, untuk digunakan oleh anggota
parleman dan menerapkan kebijakan pembatasan akses aplikasi karena dikhawatirkan perusahaan
ByteDance membocorkan data penting terkait Negara(The Ecomonic Times News, 2023; Welle
2023). Oleh sebab itu, sangat penting mengupayakan keamanan data social commerce TikTok Shop.

Adanya dampak negatif dari transaksi bisnis pada secial commerce TikTok Shop memerlukan
upaya preventif berupa perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum bagi
pelaku usaha dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)(Berata & Widiatedja, 2016). Namun,
UUPK belum secara tersurat mengakomodir perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan
konsumen dalam transaksi bisnis melalui elektronik. Kegiatan yang memanfaatkan sistem jaringan
elektronik di akomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Peraturan
perundang-undangan  yang dibentuk secara preventif ini faktanya belum  efektif
dnrnp ementasikan(Brammantyo & Rahman, 2019), dengan mengmgﬂt UU ITE tdak
dikhususkan untuk mengatur sistem perdagangan elektronik. Permasalahan masih sering
menimpa pelaku usaha dan konsumen ditengah masifnya perkembangan transaksi elektronik yang
tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Hukum harus dinamis sehingga mampu
memberikan kontrol yang baik. Menurut per‘;peknt hukum islam, transaksi bisnis harus
diimplementasikan dengan tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak, tidak dibolehkan
mengandung spekulasi (waysir), tidak boleh mengandung ketidakjelasan (gharar), dan tidak boleh
ada riba(Hernawati & Istigamah, 2021).

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penclitian sebelumnya terkait dengan
perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi online serta per mdungan hukum pada
aplikasi TikTok Shop. Ditemukan dua penelitian sejauh pengamatan peneliti. Perfama, penelitian
yang dilakukan oleh Chory Ayu ?ngem Si T\gurﬂh Ardhya, dan Muhamad J()dl Setianto dengﬂn
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan
Konsumen dengan Cara Hit and Run” menarik kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum
bagi pelaku usaha ddasarkan pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK, serta pelaku usaha
dapat mengajukan gugatan atas wanprestasi yang didasarkan pada KUHPerdata”(Berata &
Widiatedja, 2016).Penelitan ini berfokus pada pelaku usaha yang terdampak wanpretasi,
sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak berfokus pada bentuk perlindungan hukum bagi
pelaku usaha yang terdampak wanprestasi, tetapi pelaku usaha yang terdampak tindak pidana.
Kedua, penclitian yang telah dilakukan oleh Gusti A. Sandrina dan I Made Dedi Privanto dengan
judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Kualitas Barang yang
Dibeli pada Aphkaql TikTok Qhop” yang memlmpdkm bahwa adanya bentuk perhndungan
hukum terhadap konsumen yang diatur dalam UUPK mengenai ketidaksesuaian kualitas barang
yang dibeli dengan yang dipromosikan di TikTok Shop khususnya pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8
dan terkait penyelesaian kerugian diatur dalam Pasal 19 yang memiliki perbedaan substami
dengan KUH Perdata terkait ganti rugi(Sandrina & Priyanto, 2023). Penelitian tersebut secara
khusus membahas bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus ketidaksesuaian
kualitas barang, namun belum membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha
vang terafiliasi di aplikasi social commerce TikTok Shop. Disisi lain, kedua penelitian sebelumnya ini
belum menganalisis tinjauan hukum Islam dalam transaksi bisnis melalui social commerce TikTok
Shop dalam rangka melindungi kepentingan pelaku usaha, sehingga tercipta iklim persaingan




usaha yang sehat dan berkeadilan bagi para pihak terlibat. Dengan demikian, penelitian ini
memiliki kebaruan dan penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce
TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Penelitian ini akan menjawab
pokok permasalahan; Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi
bisnis sedal commerce TikTok Shop? dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi bisnis
social commerce TikTok Shop?. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kepastian bentuk
per mdungan hukum bag; pe laku usaha pada ﬂphkﬂ‘il TikTok thp dan mendukung termpmn\a
iklim persaingan usaha yang sehat. Secara umum penelitian ini juga dapat memberikan gambaran
bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha aplikasi e-commerce, social conmmerce serta aplikasi
sejenis lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif serta bertumpu pada metode
kepustakaan (lbrary research) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif
digunakan untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi social
commerce TikTok Shop. Data sekunder yang menajdi sumber dari penelitian ini diantaranya;
peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah, dan data aplikasi TikTok Shop, serta
karya tulis lain yang berhubungan dengan penelitian serta data aplikasi TikTok Shop.
Permasalahan dianalisis dan disajikan dalam bentuk de‘;knpnt dengﬂn rnengurmkan data yang
telah diperoleh didasarkan atas norma dan sistematika hukum yang berlaku.

Pembahasan
Transaksi Bisnis melalui Social Commerce TikTok Shop

TikTok Shop merupakan aplikasi sacial commerce yang menjadi bagian tak terpisahkan dari
aplikasi social media TikTok memiliki fitur lengkap dan tersedia berbagai promo, sehingga menarik
minat konsumen. TikTok Shop tidak hanya memasarkan produknya melalui etalase dimana
konsumen hanya melihat produknya melalui foto atau video pemasaran, tetapi TikTok Shop juga
menyediakan fitur live shoping. Fitur live shoping memungkinkan konsumen dapat secara
langsung berinteraksi dengan pelaku usaha melalui video Zive streaming, schingga konsumen dapat
melihat langsung produk melalui video /Zre streaming. Dari fitur live shoping ini konsumen tidak
lagi khawatir akan bentuk nyata dari produk yang diperjualbelikan.

Indonesia, menjadi salah satu negara yang belum mengambil kebijakan pembatasan akses
aplikasi TikTok. Transaksi bisnis melalui social commerce TikTok Shop secara khusus diatur dalam
pedoman transaksi bisnis TikTok Shop®. Pedoman ini mencakup syarat dan ketentuan dalam
transaksi bisnis melalui TikTok Shop yang dalam hukum positif Indonesia masuk dalam kategori
perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya telah diatur
terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara(Ulya, 2018). Pedoman tersebut dimaksudkan untuk
memfasilitasi kepatuhan pelaku usaha selaku sefller, tetapi bukan bermaksud menjadikannya
sebagai nasihat hukum. Pedoman ini mencakup daftar produk yang dapat diperjualbelikan melalui
TikTok Shop dan larangan produk yang diperjualbelikan di TikTok Shop. Pelaku usaha
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar, penjualan, dan penyediaan produk di TikTok
Shop selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pedoman ini akan dilakukan

2 Transaksi bisnis melalui TikTok Shop mengacu pada pedoman (Guidelines) bagi seller yang dapat diakses
melalui laman https://seller-id. Tik Tok .com/university/policy 7content_i1d=10003915&identity=1.




pembaharuan secara berkala, sehingga perlu kehati-hatian pelaku usaha untuk tetap memastikan
ketentuan baru yang dibuat oleh TikTok Shop’.

TikTok @hnp memiliki peraturan yang jelas terkait produk yang dapat diperjualbelikan.
Senjata api, pistol, perlengkapan berburu, barang antik, hingga senjata mainan adalah contoh
produk yang tidak diizinkan diperjualbelikan melalui social wmmerce TikTok Shop. Jika pelaku
usaha menjual produk yang secara khusus dilarang oleh TikTok Shop dan peraturan perundang-
undangan Indonesia, maka pelaku usaha dapat dikenai tindakan penegakan hukum. Ketentuan
dari pedoman ini berisi klausul yang mengikat layaknya perjanjian bagi para pelaku usaha yang
terafiliasi dengan TikTok Shop, dimana pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang tertulis
pada pedoman tersebut. Perjanjian ini juga dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi pelaku
usaha, ketika penyelenggara (TikTok Shop) melanggar apa yang tertulis dalam perjanjian. Namun,
perjanjian yang termuat dalam pedoman sacial commerce harus didasarkan pada prinsip transaksi
perdagangan yang baik dan menegakkan hukum secara adil(Brammantyo & Rahman, 2019), agar
tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha dalam Transaksi Bisnis melalui Seocial
Commerce TikT ok Shop ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum berkaitan erat dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, perintah dan
norma(Ruhiatudin, 2013). Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan  bagi
masyarakat(Barkatullah, 2017). Perlindungan hukum adalah upaya yang dltempuh untuk
memberikan perlindungan berupa pemenuhan hak kepada subjek hukum sesuai dengan
ketentuan hukum atau norma yang berlaku(Ulya, 2021). Kegiatan transaksi bisnis melalui soca/
commerce TikTok Shop melibatkan beberapa pihak yang merupakan subjek hukum, yakni;
penyelenggara (penyedia layanan aplikasi sodal commerce), pelaku usaha (seller), jasa pengiriman
barang, lembaga keuangan dan konsumen. Agar kegiatan transaksi dapat berjalan dengan baik,
maka pihak pe laku usaha, jasa penggiriman barang dan lembaga keuangan harus terhubung
dengan penyelenggara ap 1ka‘;1 social commerce TikTok Shop. TikTok Shop mengambil peran
membentuk perjanjian baku untuk dapat memberikan kepastian dalam skema transaksi bisnis
melalui social commerce TikTok Shop.

Implementasi perjanjian baku diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar ketentuan
UUPK dan peraturan lain yang berlaku. UUPK mengatur klausul perjanjian baku dalam Pasal 18,
yang mana pelaku usaha salah satunya dilarang untuk membuat klausul baku dengan maksud
mengahhkan tangngg]awab kepada pihak lain. Meski TikTok Shop memiliki kewenangan untuk
merubah isi dari perjanjian baku, namun tidak dapat serta merta merubah ketentuan yang dapat
merugikan pelaku usaha ataupun konsumen. Apabila perjanjian baku yang dibuat melanggar
ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) klausul
dimaksud batal demi hukum.

UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan kosumen. Perlindungan hukum
bagi pelaku usaha dan kosumen menurut UUPK  berasaskan kemanfaatan, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Implementasi asas
dalam UUPK dimaksudkan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatkan, keadilan,
keseimbangan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun, perkembangan
dunia bisnis yang sangat pesat dan kedudukan para pihak dalam transaksi bisnis yang tidak setara
dapat berdampak pada diabaikannya asas keseimbangan(Bukit et al., 2018). Asas keseimbangan
dapat disimpangi oleh pihak yang kedudukannya lebih tinggi. Pada transaksl bisnis social commerce
TikTok Shop, kedudukan TikTok Shop selaku penyelenggara pasar digital dipandang lebih tinggi

Guidelines for TikTok Shop sellers, dapat diakses melalui https://seller-
1d. TikTok com/university/policy 7content_1d=10003915&i1dentity=1.




dari pelaku usaha sebagai sefler. Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi segala ketentuan yang
dibuat oleh TikTok Shop dan peraturan perundangan lainnya,

UUPK belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha dalam transaksi bisnis yang
memanfaatkan media elektronik. Kegiatan transaksi melalui elektronik secara umum diatur dalam
UU ITE. UU ITE memiliki beberapa aturan turunan untuk mendukung regulasi terkait kegiatan
bisnis melalui elektronik, diantaranya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) dan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan,
dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut
Permendag No. 50/2020). Kegiatan transaksi bisnis melalui sistem elektronik dalam PP PMSE
diarahkan agar para pihak harus menerapkan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi,
keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat.

Transaksi melalui media elektronik tidak memerlukan adanya tatap muka ataupun
prosedur &uwow your customer (prinsip mengenal konsumen) berdampak pada kemudahan
munculnya tindak pidana, seperti penipuan. Konsumen dapat melakukan tindakan dengan iktikad
buruk untuk melakukan pemesanan palsu dengan memanfaatkan metode pembayaran COD,
sehingga pelaku usaha dirugikan. Adanya tindakan tersebut, Pasal 6 UUPK mengatur bahwa
pelaku usaha berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik. Iktikad tidak baik juga tidak sejalan dengan prinsip dalam transaksi bisnis
melalui sistem elektronik sebegaimana diatur dalam PP PMSE. PP PMSE mewajibkan
penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap untuk menghindari penipuan baik oleh
konsumen maupun sefer(Nalurita et al,, 2019). Dengan demikian, prosedur &uow your customer
hanya dapat dilakukan oleh pelaku u‘;aha selaku selfer dengan memeriksa identitas lengkap
konsumen. Pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan konsumen atau pihak lain dengan cara
menyimpan bukti transaksi PMSE, scbagaimana diwajibkan dalam Pasal 28 PP PMSE. Bukt
transaksi PMSE merupakan alat bukti yang sah (Pasal 28 Avat (2) PP PMSE).

Selain itu, dalam hal terdapat review konsumen yang dinilai merugikan pelaku usaha atau
berdampak negatit bagi kelangsungan usaha, pelaku usaha juga dapat menempuh jalur hukum
baik secara litigasi atau non litigasi. Pasal 27 UU ITE melarang “setiap orang untuk menyebarkan
informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, artinya
review negatif terhadap suatu produk dapat masuk kategori penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik selama bisa dibuktikan. Konsumen biasanya memanfaatkan review produk dari
konsumen lainnya yang telah melaksanakan jual beli untuk memperkuat penilaian terhadap
produk yang akan dibeli dari pelaku usaha. Review ini dapat berdampak sangat positif jika
penilaian baik, tapi sebaliknya jika penilaian buruk maka dapat berdampak negatif. Namun
demikian, pelaku usaha tidak dapat serta merta menyalahkan konsumen ketika mendapatkan
review tidak baik, karena konsumen tentu harus memberikan penilaian yang jujur. Agar terhindar
dari review tidak baik, tentu pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk dan kualitas
layanan produk sehingga memberikan kepuasan bagi konsumen.

Kaitannya dengan keamanan sistem elektronik secial commerce TikTok Shop, Pasal 24 ayat
(1) PP PMSE mewajibkan penyelenggara (dalam hal ini aplikasi TikTok) sistem perdagangan
elektronik untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan
memhangun keperca}aan terhadap sistem yang dlselenggamkan [zin pemelengg:uaan sistern
elektronik harus terlebih dahulu dilakukan dan mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia
yakni Permendag No. 50/2020.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi bisnis melalui sistem
elektronik masih sangat terbatas dalam melindungi kepentingan pelaku usaha selaku seller. Baik,
UUPK, UU ITE, PP PMSE dan Permendag No. 50/2020 terbatas pada memberikan kewajiban




penyelenggara untuk mengirimkan data identitas lengkap untuk menghindari penipuan baik oleh
konsumen maupun seler. Lebih lanjut UUPK memberikan hak kepada pelaku usaha untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan iktikad tidak baik konsumen. Namun demikian,
jika tindakan iktikad buruk konsumen ataupun penyelenggara dalam hal ini secia/ commerce TikT ok
Shop terdapat cukup bukti sehingga masuk dalam kategori penipuan maka dapat di gugat secara
pidana didasarkan pada Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP lama) dapat
dipidana penjara paling lama empat tahun. Ketentuan tersebut masih sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) yang akan mulai berlaku tahun 2026 yakni Pasal 492
menentukan bahwa penipuan dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda
paling banyak kategori V, yaitu Rp500,000,000 - (lima ratus juta rupiah).

Agar pelaku usaha dapat terhindar dari berbagai bentuk tindak kejahatan dalam transaksi
bisnis melalui social commerce TikTok Shop, dapat menerapkan prinsip perdagangan melalui sistem
elektronik sebagai mana diatur dalam Pasal 3 PP PMSE. Prinsip-prinsip dimaksud antara lain: (1)
prinsip iktikad baik, dimana konsumen maupun pelaku usaha wajib memliki iktikad baik, jika
terbukti melanggar maka dapat berakibat batalnya perjanjian; (2) prinsip kehati-hatian, dimana
para pihak baik pelaku usaha, konsumen atau subjek lainnya wajib memahami segala informasi
clektronik objek perjanjian serta syarat dan kondisi dari transaksi bisnis melalui sistem elektronik
dengan baik, termasuk melakukan prosedur &now your customer sederhana; (3) prinsip transparansi,
dimana para pihak wajib menyampaikan informasi secara jelas dan benar terkait objek transaksi
bisnis melalui elektronik; (4) prinsp keterpercayaan, dimana penyelenggara wajib membangun
kepercayaan melalui sistem elektronik yang andal dan aman untuk mendukung transaksi bisnis;
(5) prinsip akuntabilitas, dimana para pihak wajib menjalankan aktifitas bisnis secara akuntabel
serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan etika yang berlaku; (6) prinsip
keseimbangan, artinya para pihak yang dalam hal ini adalah TikTok Shop selaku penyelenggara,
pelaku usaha sebagai se/kr dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang
dilakukan dilandasi oleh semangat saling menguntungkan para pihak; serta (7) prinsip adil dan
sehat, mengandung maksud adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha
antar pelaku usaha sehingga terwujud iklim usaha yang kondusif untuk menjamin adanya
kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Transaksi Bisnis melalui Social Commerce TikTok Shop ditinjau dari Perspektif Hukum
Islam

Hukum Islam bertujuan untuk menetapkan perlindungan (bimayal) terhadap
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan
tersier(Muchtar, 2018). Hukum Islam mengijinkan transaksi jual beli. Al-Qurian Surat Al
Baqoroh ayat 275, dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan #ba (Fitria, 2017). Al-
Qur’an sebagai sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif,
memadukan prinsip-prinsip bisnis, dan moral sekaligus. Al-Qur’an menjadi pedoman atau
tuntunan bagi masyarakat yang beragama Islam dalam menjalankan aktfitas, termasuk jual beli.
Menjual diistilahkan dengan -1‘5'3_4_‘}" dan Syira’ untuk mengartikan membeli, sedangkan Tiarah
diartikan sebagai perdagangan(Alfaqiih, 2017). Transaksi bisnis melalui rocial commerce TikT ok
Shop merupakan bentuk jual beli yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik.

Transaksi bisnis melalui socia/ commerce TikTok Shop dapat menggunakan jenis akad buy as-
salam. Akad dalam transaksi jual beli merupakan hal paling signifikan menyangkut keabsahan
hukum jual beli(Siregar, 2019). Akad bwy as-salam adalah akad jual beli yang dilakukan melalui
pemesanan produk terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan setelah pemesanan(ldris,
2022). Transaksi bisnis melalui social commerce TikTok Shop dilakukan dengan cara pemesanan
produk terlebih dahulu, kemudian pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer bank atau e-




wallet dan juga dapat dilakukan melalui sistem cash on delivery (COD). Pada pembayaran melalui
transfer bank atau e-wallet, pelaku usaha akan mengmrnkan pmduk setelah pemba\, aran
terkonfirmasi, sedangkan pembayaran dengan COD konsumen akan membayar produk pada saat
produk sampai di alamat konsumen melalui kurir. Transaksi bisnis melalui socia/ commerce TikTok
Shop dengan akad b#y assalam memerlukan komitmen dari kedua belah pihak untuk dapat
melaksanakan jual beli agar tidak ada yang dirugikan.

Menurut perspektif hukum islam, transaksi bisnis harus diimplementasikan dengan tidak
memberatkan atau merugikan salah satu pihak, tidak dibolehkan mengandung spekulasi (waysir),
tidak boleh mengandung ketidakjelasan (ghara), dan tidak boleh ada riba(Hernawati &
Istigamah, 2021). Hukum Islam sangat menganjurkan aktifitas jual beli dilaksanakan dengan
penuh ightiyath (kehati-hatian) agar terhindar dari mwaysir, gharar, dan riba(Azazy, 2018). Prinsip ini
sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik
secbagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Maysir secara bahasa maknanya judi,
sedangkan secara umum dimaknai mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-
untungan (spekulasi). Ketidakjelasan (gharar) sendiri memiliki arti yang luas, karena sifatnya yang
memperdayakan manusia didalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan
lainnya. Riba’ secara bahasa artinya tambahan(Habiburrahman et al., 2020).

Transaksi bisnis melalui sacia/ commerce TikTok Shop dapat dikatakan mengandung maysir
apabila pelaku usaha membuat suatu metode kupon yang mana konsumen yang beruntung dapat
memperoleh hadiah dari kupon yang diperjualbelikan tersebut. Bentuk jual beli kupon dapat
dimodifikasi menjadi jual beli mistery box, dimana konsumen hanya perlu membeli mystery box
dan yang beruntung akan mendapatkan produk yang bagus dan memiliki nilai (harga) yang jauh
lebih tinggi dari yang dibayarkan. Pelaku usaha yang bertindak sebagai selfer dalam TikTok Shop,
seringkali tidak menyadari bahwa ada ketidakjelasan dalam proses pemasaran produk melalui
etalase karena tidak menuliskan deskripsi produk secara jelas baik ukuran maupun bentuknya. Hal
ini perlu dihindari, maka pelaku usaha wajib menuliskan deskripsi produk secara jelas karena
konsumen hanya dapat menilai pmduk melalui etalase berupa foto atau video Ringkat dan
deskripsi produk sebelum akhirnya tertarik untuk membeli. Sebagian pelaku usaha menggunakan
fitur Jive streaming untuk memasarkan produk, cara ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan
produk secara detail kepada konsumen sehingga dipastikan adanya kejelasan produk bagi
konsumen pada saat memutuskan membeli produk. Gharar (ketidakjelasan) juga ditemukan dalam
transaksi jual beli dengan sistem kupon. Dengan demikian, pelaku usaha tidak diperbolehkan jual
beli kupon ataupun mistery box karena mengandung waysir dan gharar.

Riba’ dilarang oleh Al-Qur’an, bahkan larangannya diperkuat oleh beberapa surat dalam
Al-Qur’an, yakni; QS. al-Rum [30]:39, QS. al-Nisa’ [4]:161, QS. Ali Imran [3]: 130, serta QS. al-
Baqarah [2]:275-281(Ghofur, 2016). Riba terdiri dari dua jenis, antara lain: 7iba’ nasiah dan riba
fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan(Fitria,
2017). Riba fadhl adalah riba yang dapat timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak
memenuhi kriteria dengan kualitasnya (witslan bi mitsiin), dengan kuantitasnya (sawd-an bi sawda-in)
dan dengan waktu penyerahannya (yadan bi yadin)(Habiburrahman et al., 2020). Transaksi bisnis
melalui social commerce TikTok Shop dimungkian mengandung riba na‘;lah ketika menggunakan
metode pemba\aran cicilan, ‘;ed:mgkm riba fadhl dapat timbul dalam transaksi jual beli pﬂda
metode pembayaran transfer ataupun dengan COD. Pelaku usaha yang menetapkan harga tidak
sesuai dengan kualitasnya atau kuantitasnya sangat berpotensi melakukan aktifitas perdagangan
yang mengandung riba fadhl, sehingga pelaku usaha wajib berhati-hati dalam menetapkan harga
agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan harga yang dikenakan.

Transaksi bisnis pada social commerce TikTok Shop boleh dilaksanakan selama tidak
melanggar ketentuan dalam Al-Qur’an dan sumber hukum Islam lainnya. Pelaku usaha dalam
bertransaksi melalui TikTok Shop dapat menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menghindari




unsur waysit, gharar dan riba’. Hal ini dapat menjadi tindakan preventif pelaku usaha untuk dapat
menjalankan aktifitas bisnis vang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga melindungi
kepentingan para pihak terkait, berupa keamanan, kenyamanan dan keadllan dalam bertransaksi.

Penutup

Ditinjau dari perpektif hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bagi pelaku usaha
dalam transaksi bisnis pada sacial commierce TikTok Shop diatur secara preventif oleh beberapa
peraturan perundang-undangan, yakni KUH Pidana, UUPK, UU ITE, serta peraturan pendukung
UU ITE, yakni PP PMSE dan Permendag No. 50/2020. Pelaku usaha selaku seller pada TikTok
Shop juga mendapatkan perlindungan hukum dari perjanjian baku yang telah disepakti antara
peme enggara TikTok Qhop dan pe laku usaha serta antara pe laku usaha dan konsumen. Pasal 6
UUPK menega‘;kan bahwa pelzku usaha berhak atas perhndungan hukum dari konsumen yang
memiliki iktikad tidak baik. Jika terjadi tindak pidana penipuan oleh konsumen, maka konsumen
dapat dihukum pidana maksimal 4 tahun (Pasal 378 KUH Pidana). Transaksi bisnis pada seda/
commerce TikTok Shop boleh dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan dalam Al-Qur’an dan
sumber hukum Islam lainnya. Pelaku usaha dalam bertransaksi melalui TikTok ‘§h0p dapat
menerapkan prinsip kehati-hatian, dan menghindari unsur maysir, gharar dan riba’. Pelaku usaha
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar transaksi bisnis dapat dilakukan secara adil,
transparan, aman, dan melindungi kepentingan pihak-pihak terkait.
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